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bahwa dalam rangla pelaksanaan Prograf
Akses Pendidikan Dasar di Kﬂhupﬂti‘ﬂ Kola
pembukaan dan pendirian unit Sekolah Baru;

| s amzam
bahwa Lembagn SMP lslam Terpadu lalamr_lurp S: o
Kolaka” Kabupaten Kolaka telah memenuhi erd:,;Ln oy
Adminitratif dan Perizinan untuk penetapan lembaga
operasional,

ka maka perlu

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padaf
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupat
tentang Penetapan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah
Pendidikan Dasar Islam Terpadu Kabupaten Kolaka.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Incdonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasibnal,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lemb Rt
Republik Indonesia Nomor 5679); ?

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi

Pemerintahan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014

nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5601 ),
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Sl : 2010 Nomor 24 Tahun 2007
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Hzndu:hka.n dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun

kan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Menengah
Pe (SMP) lIslam Terpadu “Islamnur Syamzam Kolaka"
gﬂbum Kolaka, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Mmrupnhn bagian tidak terpisahkan dari kepentingan ini

'.|-

: Satuan Pendidikan Sebagaimana tercantum dalam Kepurtusan
In1 berkewajiban :

3. Menyelenggarakan Pendidikan dengan Mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan di Indonesia

4. Menyampaikan Laporan Secarz Berkals Kepada Bupan
Kolaka U.P Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di
tetapisan, d
kr,tnntuan apabila terdapat kekcllruan dala.m kfpcnt_mga:*n ?:"

.'f: _'l- :_ ._s;r_--:F' .i:ll- a

&

Ditetapkan di Kolaka
Paﬂa 'fanﬂsﬂl ! MOovember 2044

Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



